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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI DIPLOMA-III SURVEI DAN PEMETAAN UNIVERSITAS ESA UNGGUL
Mata Kuliah                                 :  Administrasi Pertanahan                                                                 Kode MK            :      TPL

Mata Kuliah Prasyarat                :  -                                                                                                       Bobot MK          : Dosen Pengampu                       :                                                                                                          Kode Dosen       : Alokasi Waktu                             :  Tatap muka 14 x 100 menit, tidak ada praktik, tidak ada online

Capaian Pembelajaran               :
	SESI
	KEMAMPUAN
AKHIR
	MATERI
PEMBELAJARAN
	BENTUK
PEMBELAJARAN
	SUMBER
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	1
	Mahasiswa mampu mengetahui tujuan matakuliah
	RPS Matakuliah Adminitrasi Pertanahan
	-
	.-
	-

	2
	Mahasiswa mampu menjelaskan

prinsip dan konsep fungsi-fungsi administrasi pertanahan
	Pengertian dan Lingkup Administrasi Pertanahan
	   Cooperative

Learning
	   Dale, Peter F. and John D.

Mc.Laughlin.1999. Land Administration, Oxford University Press, New York.



Dale, Peter F. 1999. Land Information Management, Oxford University Press, New York

   Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.

   Ismaya, Samun. 2013. Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Jakarta.
	Menguraikan pengertian dan ruang lingkup administrasi pertanahan


	SESI
	KEMAMPUAN
AKHIR
	MATERI
PEMBELAJARAN
	BENTUK
PEMBELAJARAN
	SUMBER
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	
	
	
	
	   Murad Rusmadi. 2013.

Administrasi Pertanahan- Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek, Mandar Maju, Bandung

   United Nations. 1996. Land Administration Guidelines With Special Reference to Countries in Trasition, New York and Geneva

   UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

   UU No.12 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah

   Keppres 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

   PP 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah

   PP 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah
	

	3
	Mahasiswa mampu menjelaskan

prinsip dan konsep Ruang Lingkup  administrasi penatagunaan Tanah
	Administrasi Penatagunaan Tanah
	   Cooperative

Learning
	   Dale, Peter F. and John D.

Mc.Laughlin.1999. Land Administration, Oxford University Press, New York.



Dale, Peter F. 1999. Land Information Management, Oxford University Press, New York
	Menguraikan  administrasi penatagunaan tanah


	SESI
	KEMAMPUAN
AKHIR
	MATERI
PEMBELAJARAN
	BENTUK
PEMBELAJARAN
	SUMBER
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	
	
	
	
	   Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.

   Ismaya, Samun. 2013. Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Jakarta.

   Murad Rusmadi. 2013.

Administrasi Pertanahan- Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek, Mandar Maju, Bandung

   United Nations. 1996. Land Administration Guidelines With Special Reference to Countries in Trasition, New York and Geneva

   UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

   UU No.12 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah

   Keppres 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

   PP 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah

   PP 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah.
	

	4
	Mahasiswa mampu
	
	   Cooperative
	   Dale, Peter F. and John D.

Mc.Laughlin.1999. Land
	Ketepatan


	SESI
	KEMAMPUAN
AKHIR
	MATERI
PEMBELAJARAN
	BENTUK
PEMBELAJARAN
	SUMBER
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	
	menjelaskan

prinsip dan konsep Ruang Lingkup administrasi penataan Penguasaan Tanah
	Penataan Penguasaan Tanah (Landreform)
	Learning
	Administration, Oxford

University Press, New York.



Dale, Peter F. 1999. Land Information Management, Oxford University Press, New York

   Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.

   Ismaya, Samun. 2013. Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Jakarta.

   Murad Rusmadi. 2013.

Administrasi Pertanahan- Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek, Mandar Maju, Bandung

   United Nations. 1996. Land Administration Guidelines With Special Reference to Countries in Trasition, New York and Geneva

   UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

   UU No.12 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah

   Keppres 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
	Menguraikan dan memahami Penataan Penguasaan Tanah (Landreform)


	SESI
	KEMAMPUAN
AKHIR
	MATERI
PEMBELAJARAN
	BENTUK
PEMBELAJARAN
	SUMBER
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	
	
	
	
	   PP 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah

   PP 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah.
	

	5
	Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen administrasi pertanahan
	Land Tenure,
	   Contextual

Learning
	   Dale, Peter F. and John D.

Mc.Laughlin.1999. Land Administration, Oxford University Press, New York.



Dale, Peter F. 1999. Land Information Management, Oxford University Press, New York

   Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.

   Ismaya, Samun. 2013. Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Jakarta.

   Murad Rusmadi. 2013.

Administrasi Pertanahan- Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek, Mandar Maju, Bandung

   United Nations. 1996. Land Administration Guidelines With Special Reference to Countries in Trasition, New York and Geneva

   UU No.5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok Pokok
	Menguraikan dan memahami land Tenure


	SESI
	KEMAMPUAN
AKHIR
	MATERI
PEMBELAJARAN
	BENTUK
PEMBELAJARAN
	SUMBER
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	
	
	
	
	Agraria.

   UU No.12 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah

   Keppres 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

   PP 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah

   PP 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah
	

	6
	Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen administrasi pertanahan
	Land Use
	   Contextual

Learning
	   Dale, Peter F. and John D.

Mc.Laughlin.1999. Land Administration, Oxford University Press, New York.



Dale, Peter F. 1999. Land Information Management, Oxford University Press, New York

   Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.

   Ismaya, Samun. 2013. Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Jakarta.

   Murad Rusmadi. 2013.

Administrasi Pertanahan- Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek, Mandar Maju, Bandung

   United Nations. 1996. Land
	Menguraikan dan memahami land use


	SESI
	KEMAMPUAN
AKHIR
	MATERI
PEMBELAJARAN
	BENTUK
PEMBELAJARAN
	SUMBER
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	
	
	
	
	Administration Guidelines With Special Reference to Countries in Trasition, New York and Geneva

   UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

   UU No.12 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah

   Keppres 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

   PP 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah

   PP 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah.
	

	7
	Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen administrasi pertanahan
	Land Value,
	   Contextual

Learning
	   Dale, Peter F. and John D.

Mc.Laughlin.1999. Land Administration, Oxford University Press, New York.



Dale, Peter F. 1999. Land Information Management, Oxford University Press, New York

   Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.

   Ismaya, Samun. 2013. Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Jakarta.
	Menguraikan dan memahami land  Value


	SESI
	KEMAMPUAN
AKHIR
	MATERI
PEMBELAJARAN
	BENTUK
PEMBELAJARAN
	SUMBER
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	
	
	
	
	   Murad Rusmadi. 2013.

Administrasi Pertanahan- Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek, Mandar Maju, Bandung

   United Nations. 1996. Land Administration Guidelines With Special Reference to Countries in Trasition, New York and Geneva

   UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

   UU No.12 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah

   Keppres 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

   PP 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah

   PP 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah
	

	8
	Mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen administrasi pertanahan
	Land

Development
	   Contextual

Learning
	   Dale, Peter F. and John D.

Mc.Laughlin.1999. Land Administration, Oxford University Press, New York.



Dale, Peter F. 1999. Land Information Management, Oxford University Press, New York
	Menguraikan dan memahami land Development


	SESI
	KEMAMPUAN
AKHIR
	MATERI
PEMBELAJARAN
	BENTUK
PEMBELAJARAN
	SUMBER
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	
	
	
	
	   Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.

   Ismaya, Samun. 2013. Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Jakarta.

   Murad Rusmadi. 2013.

Administrasi Pertanahan- Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek, Mandar Maju, Bandung

   United Nations. 1996. Land Administration Guidelines With Special Reference to Countries in Trasition, New York and Geneva

   UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

   UU No.12 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah

   Keppres 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

   PP 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah

   PP 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah.
	

	9
	Mahsiswa mampu
	Administrasi
	   Discovery
	   Dale, Peter F. and John D.

Mc.Laughlin.1999. Land
	


	SESI
	KEMAMPUAN
AKHIR
	MATERI
PEMBELAJARAN
	BENTUK
PEMBELAJARAN
	SUMBER
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	
	menganalisis problematika administrasi pertanahan
	Pertanahan masa depan
	Learning
	Administration, Oxford

University Press, New York.



Dale, Peter F. 1999. Land Information Management, Oxford University Press, New York

   Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.

   Ismaya, Samun. 2013. Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Jakarta.

   Murad Rusmadi. 2013.

Administrasi Pertanahan- Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek, Mandar Maju, Bandung

   United Nations. 1996. Land Administration Guidelines With Special Reference to Countries in Trasition, New York and Geneva

   UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

   UU No.12 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah

   Keppres 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
	Menguraikan dan memahami pertanahan masa depan


	SESI
	KEMAMPUAN
AKHIR
	MATERI
PEMBELAJARAN
	BENTUK
PEMBELAJARAN
	SUMBER
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	
	
	
	
	   PP 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah

   PP 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah
	

	10
	Mahsiswa mampu menganalisis problematika administrasi pertanahan
	Administrasi Pertanahan masa depan
	   Discovery

Learning
	   Dale, Peter F. and John D.

Mc.Laughlin.1999. Land Administration, Oxford University Press, New York.



Dale, Peter F. 1999. Land Information Management, Oxford University Press, New York

   Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.

   Ismaya, Samun. 2013. Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Jakarta.

   Murad Rusmadi. 2013.

Administrasi Pertanahan- Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek, Mandar Maju, Bandung

   United Nations. 1996. Land Administration Guidelines With Special Reference to Countries in Trasition, New York and Geneva

   UU No.5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok Pokok
	Menguraikan dan memahami administrasi pertanahan masa depan


	SESI
	KEMAMPUAN
AKHIR
	MATERI
PEMBELAJARAN
	BENTUK
PEMBELAJARAN
	SUMBER
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	
	
	
	
	Agraria.

   UU No.12 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah

   Keppres 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

   PP 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah

   PP 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah.
	

	11
	Mahsiswa mampu menganalisis problematika administrasi pertanahan
	Administrasi Pertanahan masa depan
	   Discovery

Learning
	   Dale, Peter F. and John D.

Mc.Laughlin.1999. Land Administration, Oxford University Press, New York.



Dale, Peter F. 1999. Land Information Management, Oxford University Press, New York

   Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.

   Ismaya, Samun. 2013. Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Jakarta.

   Murad Rusmadi. 2013.

Administrasi Pertanahan- Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek, Mandar Maju, Bandung

   United Nations. 1996. Land
	Menguraikan dan memahami administrasi pertanahan masa depan


	SESI
	KEMAMPUAN
AKHIR
	MATERI
PEMBELAJARAN
	BENTUK
PEMBELAJARAN
	SUMBER
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	
	
	
	
	Administration Guidelines With Special Reference to Countries in Trasition, New York and Geneva

   UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

   UU No.12 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah

   Keppres 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

   PP 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah

   PP 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah.
	

	12
	Mahsiswa mampu memahami adminstrasi pendaftaran tanah
	Administrasi pendaftaran tanah
	   Discovery

Learning
	   Dale, Peter F. and John D.

Mc.Laughlin.1999. Land Administration, Oxford University Press, New York.



Dale, Peter F. 1999. Land Information Management, Oxford University Press, New York

   Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.

   Ismaya, Samun. 2013. Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Jakarta.
	Menguraikan dan memahami administrasi pendaftaran tanah 


	SESI
	KEMAMPUAN
AKHIR
	MATERI
PEMBELAJARAN
	BENTUK
PEMBELAJARAN
	SUMBER
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	
	
	
	
	   Murad Rusmadi. 2013.

Administrasi Pertanahan- Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek, Mandar Maju, Bandung

   United Nations. 1996. Land Administration Guidelines With Special Reference to Countries in Trasition, New York and Geneva

   UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

   UU No.12 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah

   Keppres 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

   PP 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah

   PP 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah
	

	13
	Mahsiswa mampu memahami adminstrasi pendaftaran tanah
	Administrasi pendaftaran tanah
	   Discovery

Learning
	   Dale, Peter F. and John D.

Mc.Laughlin.1999. Land Administration, Oxford University Press, New York.



Dale, Peter F. 1999. Land Information Management, Oxford University Press, New York
	Menguraikan dan memahami administrasi pendaftaran tanah


	SESI
	KEMAMPUAN
AKHIR
	MATERI
PEMBELAJARAN
	BENTUK
PEMBELAJARAN
	SUMBER
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	
	
	
	
	   Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.

   Ismaya, Samun. 2013. Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Jakarta.

   Murad Rusmadi. 2013.

Administrasi Pertanahan- Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek, Mandar Maju, Bandung

   United Nations. 1996. Land Administration Guidelines With Special Reference to Countries in Trasition, New York and Geneva

   UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

   UU No.12 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah

   Keppres 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

   PP 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah

   PP 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah
	

	
	
	
	
	
	


	SESI
	KEMAMPUAN
AKHIR
	MATERI
PEMBELAJARAN
	BENTUK
PEMBELAJARAN
	SUMBER
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	
	Mempresentasikan paper administrasi pertanahan di Indonesia
	Pembuatan paper adminstrasi Pertanahan di Indonesia 
	   Discovery Learning
	Dale, Peter F. and John D.

Mc.Laughlin.1999. Land Administration, Oxford

University Press, New York.



Dale, Peter F. 1999. Land Information Management, Oxford University Press, New York

   Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.

   Ismaya, Samun. 2013. Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Jakarta.

   Murad Rusmadi. 2013.

Administrasi Pertanahan- Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek, Mandar Maju, Bandung

   United Nations. 1996. Land Administration Guidelines With Special Reference to Countries in Trasition, New York and Geneva

   UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

   UU No.12 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah

   Keppres 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
	Membuat paper adminstrasi Pertanahan di Indonesia.


	SESI
	KEMAMPUAN
AKHIR
	MATERI
PEMBELAJARAN
	BENTUK
PEMBELAJARAN
	SUMBER
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	
	
	
	
	   PP 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah

   PP 16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah
	


EVALUASI PEMBELAJARAN
	SESI
	PROSE-
DUR
	BEN-
TUK
	SEKOR > 77
( A / A-)
	SEKOR > 65
(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60
(C / C+ )
	SEKOR > 45
( D )
	SEKOR < 45
( E )
	BOBOT

	1-2
	Pretest test
	Test Tulis (UTS)
	Bahasa yang digunakan benar secara grammatikal
	Masalah yang diambil memang terjadi di masyarakat
	Masalah yang diambil belum menggambark an

keadaan riil yang

dialami

masyarakat
	Masalah yang ditetapkan masih

kabur, pada bagian

mana harus diselesaikan

dengan survey
	Tidak mampu mengembangk an

masalah
	15 %

	3-6
	Pretest test
	Test Tulis (UTS)
	Sangat runtut dan integratif sehingga

pendengar dapat

mengkompilasi isi dengan bai
	Cukup runtut dan

memberi data

pendukung fakta yang

disampaikan
	Tidak didukung

data, namun

menyampaika n

informasi yang

benar
	Informasi yang disampaikan

tidak

ada dasarnya
	Tidak mau presentasi
	20 %

	7-10
	Pretest test
	Test Tulis (UTS)
	Logis dalam menyajikan dan

dikemas dalam

bahasa yang santun
	Logis namun bahasanya

kurang

bisa dipahami
	Logika berpikir tidak runtut

bahasa

tidak runtut
	Berani tetapi tidak

punya logika

yang jelas
	Tidak berani

berekspresi

lisan
	20 %

	11-12
	Pretest test
	Test Tulis (UTS)
	Kelengkapan konsep, Keaktifan diskusi dan sumber data yang lengkap
	Kelengkapan konsep,

Keaktifan diskusi dan sumber
	Kelengkapan konsep, Keaktifan diskusi dan
	Kelengkapan konsep, Keaktifan diskusi dan
	Tidak menguraikan Kelengkapan konsep,
	25 %


	SESI
	PROSE-
DUR
	BEN-
TUK
	SEKOR > 77
( A / A-)
	SEKOR > 65
(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60
(C / C+ )
	SEKOR > 45
( D )
	SEKOR < 45
( E )
	BOBOT

	
	
	
	dan valid
	data yang cukup lengkap dan

valid
	sumber data yang kurang lengkap dan valid
	sumber data yang sangat kurang lengkap dan kurang valid
	Keaktifan diskusi dan sumber data
	

	13-14
	Pretest test
	Test Tulis (UTS)
	Kelengkapan konsep, Keaktifan diskusi dan sumber data yang lengkap dan valid
	Kelengkapan konsep,

Keaktifan diskusi dan sumber

data yang cukup lengkap dan

valid
	Kelengkapan konsep, Keaktifan diskusi dan sumber data yang kurang lengkap dan valid
	Kelengkapan konsep, Keaktifan diskusi dan sumber data yang sangat kurang lengkap dan

kurang valid
	Tidak menguraikan Kelengkapan konsep, Keaktifan diskusi dan sumber data
	20 %
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